ABSTRAK

Abd Fatah, Analisis Istihsan Bi Al-Mashlahah Dalam Perubahan Fatwa DSN MUI
No. 153 Tahun 2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum
Jatuh Tempo.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah
melakukan revisi pada fatwa tentang potongan pelunasan dalam akad murabahah,
yang pada fatwa pertama no.23/DSN-MUI/111/2002 tercatat memberikan ketentuan
hukum boleh bagi Lembaga Keungan Syariah untuk memberikan potongan bagi
nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo, kemudian pada fatwa
terbaru no.153/DSN-MUI/IV/2022 ketentuan hukumnya berubah menjadi wajib.
DSN-MUI dalam merubah fatwanya mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya
adalah terjadinya perselisihan antara nasabah dan LKS dalam menjalankan praktek
fatwa pertama, disebabkan adanya beberapa LKS tidak memberikan potongan
sesuai keinginan nasabah.

Tujuan dari penelitian ini untuk mendekripsikan dan menganalisis; 1)
latarbelakang terjadinya perubahan hukum dari Fatwa DSN-MUI No.23/DSN-
MUI/I11/2002 menjadi Fatwa DSN-MUI No.153/DSN-MUI/VI/22  tentang
pelunasan utang sebelum jatuh tempo pada akad Murabahah; 2) substansi hukum
yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No0.23/DSN-MUI/111/2002 dan Fatwa
No0.153/DSN-MUI/V1/2022; 3) konsep Istihsan bi al-Mashlahah yang terdapat
pada Fatwa DSN-MUI No.153/DSN-MUI/V1/2022 menurut tinjauan Hukum
Ekonomi Syariah.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bahwa perpindahan ketentuan
hukum dalam sebuah fatwa memiliki faktor-faktor dan bahan pertimbangan yang
dapat mendorong munculnya perubahan, yang terlandaskan pada lima hal yaitu,
waktu, tempat, keadaan, niat dan tradisi. Antara fatwa lama yang telah direvisi dan
fatwa baru yang merevisi saling menetapkan dengan berdasarkan teori dan dalil
hukum yang sesuai menurut tinjauan hukum ekonomi syariah, yang dari teori
tersebut akan didapatkan beberapa kesimpulan penting dalam menganalisis
perubahan hukum tersebut.

Didalam merubah ketentuan hukum terhadap fatwa tentang potongan
pelunasan akad murabahah DSN-MUI melakukan istidlal dengan teori istihsan bi
al-mashlahah, yang merupakan pendekatan di mana perubahan fatwa dilakukan
dengan mempertimbangkan mashlahah dan kepentingan umum masyarakat. Ada
beberapa hal yang ditemukan dalam penulisan ini bahwa; 1) terjadinya perubahan
tersebut diantara faktor utamanya adalah adanya perselisihan antara nasabah dan
LKS didalam mengaplikasikan fatwa sebelumnya; 2) fatwa yang baru memberikan
kesan baik dan jaminan hukum yang tegas, DSN-MUI dalam menetapkan hukum
mengutarakan sisi pendalilan yang cukup luas dari berbagai sumber; 3) Pengaruh
positif dari perubahan fatwa tersebut tampak jelas diantaranya, memberikan
reputasi baik untuk Lembaga Keungan Syariah (LKS), menetapkan ketegasan dan
keseragaman praktek hukum dari masing-masing LKS, memberikan kemudahan
dan kenyamanan untuk kedua belak pihak antara nasabah dan LKS dengan adanya
prinsip ta’awun dan ‘adalah.
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ABSTRACT

Abd Fatah, Analysis of Istihsan Bi Al-Mashlahah in Amendments to DSN MUI
Fatwa No. 153 of 2022 concerning the Repayment of Murabahah Financing Debts
Before Maturity.

The National Sharia Council-Indonesia Ulema Council (DSN-MUI) has
revised the fatwa on repayment deductions in murabahah contracts, which in the
first fatwa no.23/DSN-MUI/IN11/2002 it is recorded that it provides legal provisions
permissible for Sharia Financial Institutions to provide deductions for customers
who make repayments before maturity, then in the latest fatwa no.153/DSN-
MUI/IV/2022 the legal provisions change to mandatory. DSN-MUI in changing its
fatwa considers several things, including the occurrence of disputes between
customers and LKS in carrying out the practice of the first fatwa, due to the fact
that some LKS do not provide discounts according to the customer’s wishes.

The purpose of this study is to decrypt and analyze; 1) the background of
the legal change from DSN-MUI Fatwa No.23/DSN-MUI/111/2002 to DSN-MUI
Fatwa No.153/DSN-MUI/V1/22 concerning debt repayment before maturity in the
Murabahah contract; 2) the legal substance contained in DSN-MUI Fatwa
No0.23/DSN-MUI/111/2002 and Fatwa No.153/DSN-MUI/\V1/2022; 3) the concept
of Istihsan bi al-Mashlahah contained in Fatwa DSN-MUI No.153/DSN-
MUI/V1/2022 according to the review of Sharia Economic Law.

The framework of thought in this study is that the movement of legal
provisions in a fatwa has factors and considerations that can encourage the
emergence of change, which is based on five things, namely, time, place,
circumstances, intention and tradition. Between the old fatwa that has been revised
and the new fatwa that has been revised determines each other based on the theory
and legal postulates that are appropriate according to the review of sharia economic
law, from which several important conclusions will be obtained in analyzing the
change in the law.

In changing the legal provisions on the fatwa regarding the deduction for
the repayment of the murabahah contract, DSN-MUI conducts istidlal with the
theory of istihsan bi al-mashlahah, which is an approach in which changes to the
fatwa are carried out by considering mashlahah and the public interest. There are
several things found in this writing that; 1) the occurrence of these changes among
the main factors is the existence of disputes between customers and LKS in
applying the previous fatwa; 2) the new fatwa gives a good impression and firm
legal guarantees, DSN-MUI in establishing the law expresses a fairly wide side of
the calculation from various sources; 3) The positive influence of the change in the
fatwa is obvious, including, providing a good reputation for Sharia Financial
Institutions (LKS), establishing the firmness and uniformity of legal practice of
each LKS, providing convenience and comfort for both parties between customers
and LKS with the principle of ta'awun and 'adalah.
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